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Abstract. Pedestrian is a term in transportation that refers to individuals who walk in areas designated specifically for 

pedestrians, such as sidewalks, special lanes, or crossings. Walking is a simple and effective method of transportation 

in everyday life, because it allows access to locations that are difficult to reach by motorized vehicles. Law 22 of 2009 

provides regulations regarding the rights and obligations of pedestrians in articles 131 and article 132 which explain 

that pedestrians have the right to obtain and priority for road facilities that support their activities, but many 

pedestrian facilities are currently lacking. attention from the government, so that its function is not optimal. Current 

policies tend to support the use of motorized vehicles, as can be seen from the many road widening projects and 

construction of flyovers in urban areas without paying attention to the useful space of roads.  

However, in road construction there is a road law to ensure that road construction meets national standards 

as well as the existence of other road facilities in the construction of the road. However, with Law 2 of 2022 concerning 

roads, the focus of this law is on road infrastructure including management and supervision. and the development of 

legal protection for pedestrians' rights in Indonesia after the passing of Law No. 2 of 2022. Has it provided certainty 

for pedestrians in Indonesia to obtain their rights? and for the regulatory system provided with existing infrastructure, 

does it provide protection and facilities for pedestrians? By using a sociological juridical method with a sculpture 

approach to two regulations that are related to pedestrians as well as a sociological interview approach which aims 

to directly determine the condition of existing infrastructure. The aim of this research is to legally analyze road users, 

namely pedestrians whose rights have been confiscated and do not receive facilities for them, not only pedestrians 

with disabilities who also need certainty of the rights they need.  

The road law provides certainty in the development of road infrastructure and has had a very good impact 

with the construction or widening of new roads with sidewalks and the revitalization of these sidewalks in various big 

cities in Indonesia, one example is Sidoarjo with national standards that comply with the regulations. or regulatory 

standards to create safety, comfort and provide protection for pedestrians, this shows that the Road Law has a very 

good effect on providing pedestrian rights.  
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Abstrak. Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang mengacu pada individu yang berjalan di area yang ditujukan 

khusus bagi pejalan kaki, seperti trotoar, jalur khusus, atau penyeberangan. Berjalan kaki merupakan metode 

transportasi sederhana dan juga efektif dalam kehidupan sehari-hari, karena memungkinkan akses ke lokasi yang 

sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor. Pada Undang-Undang 22 tahun 2009  memberikan aturan terkait hak serta 

kewajiban bagi para pejalan kaki pada pasal 131 dan pasal 132 yang menjelaskan bahwasannya pejalan kaki berhak 

untuk mendapatkan sertra prioritas sebuah fasilitas jalan yang mendukung aktivitas mereka, tetapi banyak fasilitas 

pejalan kaki saat ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga fungsinya tidak optimal. Kebijakan saat 

ini lebih cenderung mendukung penggunaan kendaraan bermotor, terlihat dari banyaknya proyek pelebaran jalan 

dan pembangunan jalan layang di perkotaan tanpa memperhatikan ruang manfaat jalan.  

Tetapi dalam pembangunan jalan ada Undang-Undang jalan untuk memastikan pembangunan jalan sesaui 

standart nasional serta adanya fasilitas jalan lainnya dalam pembangunan jalan tersebut,Namun dengan adanya 

Undang-Undang 2 tahun 2022 tentang jalan yang focus undang-undang tersebut terhadap infrastruktur jalan 

termasuk pengelolaan,pengawasan serta pembangunan apakah perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki di 

Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Sudah memberikan kepastian kepada para pejalan 

kaki di Indonesia untuk mendapatkan hak-nya? dan untuk Sistem peraturan yang disediakan dengan infrastruktur 

yang ada apakah sudah memberikan perlindungan serta fasilitas pada pejalan kaki? Dengan menggunakan metode 

yuridis sosiologis dengan pendekatan statue approach pada dua peraturan yang saling bersangkutan pada pejalan 

kaki serta pendekatan sosiologis wawancara yang bertujuan untuk mengetahui kondisi secara langsung infrastruktur 

yang ada. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara hukum pada para pengguna jalan yaitu pejalan kaki yang 

mailto:qq_levy@umsida.ac.id


2 | Page 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original 

publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these 

terms. 

hak-haknya telah dirampas dan tidak mendapatkan fasilitas untuk mereka,tak hanya pejalan kaki penyandang 

disabilitas pun membutuhkan kepastian hak yang mereka butuhkan.  
Undang-undang jalan memberikan kepastian pada pembangunan infrastruktur jalan dan telah memberikan 

dampak yang sangat baik dengan adanya pembangunan atau pelebaran jalan baru dengan trotoar serta revitalisasi 

trotoar tersebut di berbagai kota-kota besar di Indonesia salah satu contoh pada Sidoarjo dengan standar nasional 

yang sesuai dengan aturan atau regulasi standar untuk menciptakan keamanan,kenyamanan serta memberikan 

perlindungan terhadap pejalan kaki, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Jalan sangat berpengaruh baik 

untuk pemenuhan Hak pejalan kaki. 

Kata Kunci – Pejalan Kaki; Perlindungan Hukum; Hak-Hak 

I. PENDAHULUAN  

Peningkatan mobilitas masyarakat di Indonesia, seiring dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi sangat 

memberikan dampak signifikan terhadap lalu lintas. Ketersediaan infrastruktur terhadap transportasi memiliki peran 

yang sangat vital dan esensial dalam mendukung kemajuan pembangunan di berbagai sector, dibalik kemajuan 

transportasi ada infrastruktur yang sangat penting dan menjadi peran utama dalam perkembangan di negara Indonesia 

yaitu Jalan. Jalan merupakan hal yang dibutuhkan dan sangat penting untuk penunjang aktivitas pada transportasi 

darat. Jalan memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat karena dapat terhubungnya daerah ke daerah dengan 

sangat mudah sehingga dapat terhubungnya antar individu suatu wilayah, hal tersebut sangat memberikan dampak 

positif terhadap pertumbuhan daerah. Peran pemerintah dalam pengelolaan,pembangunan serta pengawasan terhadap 

Jalan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah evektifitas infrastruktur jalan untuk masyarakat.[1] 

Dalam pembangunan sebuah infrastruktur jalan tidak hanya jalan utama saja yang harus dibangun untuk 

menunjang mobilitas kehidupan, namun pendukung dalam infrastruktur jalan juga harus dibangun. Sesuai dengan 

Undang-Undang 2 Tahun 2022 Tentang Jalan ada di Pasal 11 menjabarkan setiap jalan harus memiliki bagian-bagian 

jalan dan bagian jalan yang dimaksud salah satunya ruang manfaat jalan. Pada ruang manfaat jalan yang akan kita 

bahas yaitu dalam jalan adanya jalur pejalan kaki terkecuali di jalan bebas hambatan atau jalan tol, jalur pejalan kaki 

yang dimaksud ialah trotoar dan juga tempat penyebrang jalan kaki zebra cross sangat penting dalam pembangunan 

jalan dan membantu dalam mobilitas kehidupan. Trotoar merupakan jalur terperuntukan untuk masyarakat yang 

berjalan kaki Untuk menjamin keselamatan pejalan kaki, trotoar dibuat sejajar dengan jalan utama dan agak tinggi di 

atas jalan raya. Keberadaan trotoar sangat penting karena dapat mencegah interferensi antara pejalan kaki dan 

kendaraan, yang bisa merugikan mereka dan menghambat kelancaran lalu lintas. Selain itu, trotoar berfungsi sebagai 

area aktivitas untuk pejalan kaki, bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keamanan mereka. Selain aspek 

praktisnya, trotoar juga memiliki peran sosial sebagai tempat interaksi masyarakat dan sebagai area umum. Dengan 

demikian, tujuan utama pembangunan trotoar adalah untuk memberikan ruang tersendiri dan tidak tercampur antara 

pejalan kaki dari kendaraan bermotor tanpa mengganggu keduanya secara signifikan.[2]  

Pada Undang-Undang LLAJ telah memberikan aturan terkait hak serta kewajiban bagi para pejalan kaki pada pasal 

131 dan pasal 132 yang menjelaskan bahwasannya pejalan kaki berhak untuk mendapatkan sertra prioritas sebuah 

fasilitas jalan yang mendukung aktivitas mereka. Tetapi realitasnya di Indonesia sendiri undang-undang tersebut hanya 

menjabarkan aturan tentang bagaimana pejalan kaki harus berjalan pada tempatnya sehingga tidak kuat untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap pejalan kaki akan mendapatkan fasilitasnya, untuk memenuhi hak nya maka 

adanya undang-undang tentang jalan menjadi opsi untuk hak pejalan kaki karena memberikan aturan yang fokusnya 

pada pembangunan inftrastruktur jalan agar pejalan kaki mendapatkan fasilitas untuk memenuhi hak nya, pada 

pembangunan jalan terdapat sebuah aturan harus adanya fasilitas pejalan kaki efektifnya undang-undang jalan 

membantu para pejalan kaki mendapatkan fasilitas.[3]  

Namun dalam pembangunan infrastruktur Jalan hal tersebut banyak dikesampingkan banyak pembangunan-

pembangunan jalan tidak memperhatikan ruang manfaat jalan sehingga para pejalan kaki tidak mendapatkan fasilitas 

yang mereka butuhkan. Hak pejalan kaki untuk berjalan di trotoar terampas sehingga kini para pejalan kaki menjadi 

was-was karena tidak adanya ruang untuk mereka. Para pejalan kaki tentunya harus berada pada posisi yang aman 

demi keselamatan dan kenyamanan mereka tak hanya itu juga terhadap pada Lalu Lintas jika mereka tidak 

mendapatkan fasilitasnya tentunya para pejalan kaki di posisi tidak aman mereka bercampur dengan kendaraan yang 

membahayakan keselamatan lalu lintas maka dari itu manajemen pada pembangunan jalan memberikan ruang manfaat 

jalan untuk memisahkan antara pejalan kaki dari arus kendaraan.[4] 

Berjalan kaki dengan kenyamanan dan keselamatan menjadi impian para pejalan kaki karena berjalan termasuk 

dalam transportasi dasar di kalangan masyarakat dunia hal tersebut sangatlah menjadi perhatian yang penting utnuk 

pemerintah saat melakukan pembangunan pada infrastruktur jalan. Infrastruktur yang tidak memadai menyebabkan 

para pejalan kaki tidak mendapatkan hak nya sehingga mereka berjalan dalam jalan bercampur dengan arus kendaraan 

dan menyebabkan resiko kecelakaan yang tinggi dikarenakan para pejalan kaki tidak mendapatkan keanyamanan dan 

jaminan keselamatan.[5] Penelitian terkait Hak pejalan kaki sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, 
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M.Kaunang, Hizzkia A. dengan judul Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat 

Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat, Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 menjadi dasar untuk pennyelenggaraan terhadap fasilitas di public sehingga para pengguna jalan mendapatkan 

kepastian hukumnya, tanggungjawab pemerintah yang kurang maksimal salah satu faktor yang mempengaruhi para 

pejalan kaki tidak mendapatkan fasilitasnya tak hanya itu masyarakat juga harus bertanggung jawab atas fasilitas 

umum trotoar karena masih sering disalah gunakan sebagai tempat berjualan sehingga para pejalan kaki dan 

penyandang cacat tidak mendapatkan fasilitasnya.[6] Aditya Pratama, Arinto Nurcahyono berjudul Hak Pejalan Kaki 

dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya menjelaskan 

pada Undang-Undang LLAJ telah mengatur hak para pejalan kaki serta perlindungan bagi pejalan kakinamun di jalan 

cicadas masih banyak trotoar digunakan PKL para pejalan kaki tergerus haknya Undang-Undang tersebut masih tidak 

maksimal dalam memberikan hak untuk ppejalan kaki tetapi dalam HAM juga tidak bisa memberikan hak pejalan 

kaki secara penuh relevan dengan tanggung jawab memastikan bahwa hak-hak pejalan kaki tidak dilanggar dan 

memberikan perlindungan oleh negara.[7] Syifa Nurfajriana , Zainab Cahya Rosuli , Mulyadi berjudul Perlindungan 

Hukum Terhadap Pejalan Kaki Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Trotoar di Indonesia memberikan hasil bahwa 

UU LLAJ No 22 Tahun 2009 telah mengatur hak para pejalan kaki namun kegunaan trotoar yang disalahgunakan di 

Indonesia sudah biasa hal tersebut menggambarkan bahwa aturan di Indonesia belum kuat dan lemah Hak-Hak pejalan 

kaki belum terealisasikan.[8]  

Berbeda dengan penelitian yang telah ada penelitian yang saat ini yang akan saya kaji berfokus pada Hak-Hak 

pengguna jalan terutama Pejalan Kaki saat setelah di berlakukannya Undang-Undang 2 Tahun 2022 Tentang Jalan. 

Penelitian terdahulu berdasar pada peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada peraturan tersebut membeberkan 

aturan tentang angkutan serta lalu lintas jalan termasuk pengendara,angkutan,pejalan kaki serta pengendara sepeda. 

Namun dipenilitian kali ini peneliti mengkaji pada Undang-Undang Jalan yang focus undang-undang tersebut terhadap 

infrastruktur jalan termasuk pengelolaan,pengawasan serta pembangunan dan juga mengkaji pada Undang-Undang 

lalu lintas dan jalan mengkaitkan dua aturan dengan bertujuan mencari system yang disediakan yang telah diatur 

apakah dengan infrastruktur yang ada sudah memenuhi hak pejalan kaki dan serta telah melindungi keselamatan para 

pejalan kaki. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum pada para pengguna jalan yaitu pejalan kaki yang hak-

haknya telah dirampas dan tidak mendapatkan fasilitas untuk mereka,tak hanya pejalan kaki penyandang disabilitas 

pun membutuhkan kepastian hak yang mereka butuhkan maka melalui artikel penelitian yang akan dikaji semoga 

dapat memberikan mafaat serta pemahaman terutama subjek pada penelitian ini pejalan kaki dan objek pada penelitian 

ini kepada pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan,pembangunan serta pengawasan jalan dan lalu lintas 

untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang memadahi terutama trotoar yang layak dan ramah disabilitas agar 

memudahkan aktivitas masyarakat dengan berjalan kaki. Berdasar permasalahan diatas penelitian ini menganalisis 

Hak Pejalan Kaki yang tidak didapatkan oleh pejalan kaki banyak pembangunan infrastruktur jalan namun 

mengabaikan ruang manfaat jalan hal ini merugikan para pejalan kaki dan juga untuk memudahkan mendapatkan 

sebuah data secara realistis tentang infrastruktur pejalan kaki yang ada di Indonesia maka peneliti akan melakukan 

studi kasus pada salah satu kabupaten besar yang ada di Jawa Timur tepatnya pada Kabupaten Sidoarjo karena pada 

Kabupaten Sidoarjo banyak juga trotoar yang rusak serta Sidoarjo saat ini sedang berupaya keras untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan perkotaannya melalui pembangunan,pelebaran jalan dan juga revitalisasi trotoar, Kabupaten 

Sidoarjo belum bisa disebut sebagai "kota" dengan karakteristik khusus terkait hal ini. 

 

Rumusan masalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pejalan kaki di Indonesia pasca disahkannya 

Undang-Undang No 2 Tahun 2022? 

Pertanyaan penelitian: 1. Sudahkah para pejalan kaki di Indonesia mendapatkan hak-nya? 

2. Sistem peraturan yang disediakan dengan infrastruktur yang ada apakah sudah memberikan 

perlindungan serta fasilitas pada pejalan kaki (Studi Kasus di Sidoarjo)? 

Kategori SDGs: Pada kategori SDGs 9 https://sdgs.un.org/goals/goal9  

II. METODE 

Dengan judul serta permasalahan diatas maka peneliti menerapkan metode pendekatan perundang-undangan 

(Statue Approach) dan pendekatan sosiologis dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Dengan metode dan 

dua pendekatan tersebut make peneliti mengkaji dengan pendekatan statue approach pada dua peraturan yang saling 

bersangkutan pada pejalan kaki tentang jaminan keselamatan dan juga hak ketersediaan fasilitas ruang pejalan kaki 

pada negara Indonesia yaitu pada peraturan yang relevan terdapat peraturan pejalan kaki pada Undang-Undang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan utama pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan dan juga 

peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dalam bentuk wawancara yang bertujuan untuk mengetahui kondisi 

https://sdgs.un.org/goals/goal9
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secara langsung infrastruktur yang ada pada Kabupaten Sidoarjo. Wawancara dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo karena Kabupaten Sidoarjo merupakan kota urban  yang memiliki sumber 

daya dan infrastruktur yang dapat merepresentasikan sebagai kota berkembang karena rata-rata daerah di Indonesia 

ini merupakan kota yang berkembang atau kota penyangga daripada kota besar. Maka peneliti dengan data primernya 

menggunakan sumber data pada penelitian ini dengan berlandaskan pada peraturan dan juga Undang-Undang yang 

mengatur tentang hal tersebut, tak hanya itu peneliti menggunakan sumber data lainnya pada sumber data sekunder 

berupa hasil wawancara, buku, jurnal-jurnal yang ada, artikel ilmiah atau sumber bacaan yang mirip serta sesuai pada 

pembahasan dengan menerapkan metode studi kepustakaan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran utama dalam kehidupan sebagai factor penggerak utama pada aktifitas kehidupan masyarakat serta 

perekonomian untuk pengembangan usaha dan juga mendukung pada kehidupan ekonomi melalui perkembangan 

wilayah satu dengan lainnya dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu Jalan. Jalan memiliki peran penting 

dalam kehidupan masyarakat, jalan merupakan fasilitas yang disediakan dan wajib ada untuk mendukung segala 

kepentingan kehidupan, perawatan serta pembangunan jalan sebagai tanggung jawab pemerintah negara untuk 

menunjang fasilitas-fasilitas yang ada pada jalan agar para pengguna jalan mendapatkan manfaatnya dengan 

sebagaimana mestinya jalan tersebut.[9] 

Infrastruktur jalan adalah elemen penting dalam sistem transportasi suatu negara. Jalan merupakan jalur atau 

koridor yang dirancang dan dibangun untuk memfasilitasi pergerakan kendaraan, orang, dan barang dari satu lokasi 

ke lokasi lain. Jalan dapat berupa jalan raya, jalan tol, jalan arteri, jalan lingkar, jalan pedesaan, dan lain sebagainya. 

Jalan juga dapat berupa jalur yang diaspal, tanah, atau material lainnya, tergantung pada kondisi geografis, volume 

lalu lintas, dan kebutuhan pengguna.  

Dalam sistem transportasi multimodal, jalan sering menjadi titik awal atau akhir perjalanan, terhubung dengan 

moda transportasi lain seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut. Negara ini memiliki banyak kota metropolitan besar 

yang sangat padat bahkan terdiri dari berbagai populasi yang berbeda-beda. Tentu saja hal tersebut kerap menimbulkan 

berbagai permasalahan terkait transportasi. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyedia layanan bagi seluruh 

masyarakat tentunya mempunyai kewajiban untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Dan sangat penting 

untuk merencanakan, membangun, dan memelihara jalan dengan baik agar dapat mendukung mobilitas yang lancar 

dan efisien bagi semua pengguna[10] 

Jalan adalah infrastruktur vital dalam sistem transportasi yang menghubungkan berbagai lokasi dan mendukung 

pergerakan kendaraan, orang, dan barang. Fungsi utamanya meliputi menghubungkan lokasi, fasilitas transportasi, 

meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung pengembangan ekonomi. Dalam konteks infrastruktur transportasi, jalan 

memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, 

perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan yang efektif sangat penting untuk mendukung sistem transportasi 

yang berkelanjutan dan efisien. 

Di Indonesia, definisi jalan secara hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan 

Pasal 1 ayat (1) UU Jalan mendefinisikan jalan sebagai: 

Permukaan tanah yang diperkeras dan dipergunakan untuk lalu lintas orang, kendaraan dan/atau hewan, baik pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, maupun di bawah permukaan tanah 

Orang-orang beraktivitas menggunakan jalan untuk kehidupan sehari-harinya dengan berlalu lintas serta bergerak 

berpindah dari suatu tempat orang-orang tersebut dapat kita kenal sebagai para Pengguna jalan. Pengguna Jalan tak 

hanya para pengendara motor namun kendaraan lainnya seperti becak ataupun sepeda dan juga para pejalan kaki 

merupakan pengguna jalan. Para pengguna jalan ini memiliki kehendak serta hak mereka untuk menggunakan jalan 

yang telah ada, Para pengguna jalan juga berhak atas pemenuhan fasilitas jalan seperti ruang pemanfaatan jalan yang 

meliputi pemberhentian, penyebrangan, ruang jalan kaki, jalan khusus pesepeda dan sebagainya. Ruang tersendiri bagi 

para pengguna jalan memiliki berbagai tujuan yang merujuk utamanya mementingkan kepentingan masing-masing 

pengguna jalan dan demi keselamatan ,kesejahteraan, dan kelancaran lalu lintas.[11] 

Pengguna jalan salah satunya ialah Pejalan Kaki, Pedestrian atau dapat dikenal dalam Bahasa kita Pejalan Kaki 

namun pejalan kaki memiliki Bahasa latin yaitu pedesterpedestris yang memiliki arti orang-orang atau masyarakat 

yang berjalan kaki. Dalam Bahasa Yunani kaki adalah pedos atau dapat diartikan orang yang berjalan kaki atau 

pedestrian.Sirkulasi perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dapat kembali ketempat asal sebagai 

tujuan dengan berjalan kaki dapat diartikan Pedestrian.[12] 

"Pejalan kaki" adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada seseorang yang berjalan kaki, biasanya 

di trotoar, jalan setapak, atau lintasan pejalan kaki. Ini adalah mode transportasi yang paling dasar dan umum 

digunakan oleh manusia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kaki. Pejalan kaki 

bisa berjalan untuk berbagai tujuan, seperti berbelanja, berolahraga, atau sekadar berjalan-jalan untuk bersantai. 
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Dalam konteks keselamatan jalan raya, pejalan kaki sering kali memiliki hak yang didukung oleh undang-undang dan 

regulasi lalu lintas untuk memastikan keselamatan mereka di jalan. 

Kebiasaan pejalan kaki adalah faktor penting dalam perencanaan fasilitas pejalan kaki. Perilaku pejalan kaki 

bervariasi, mulai dari berjalan searah dengan lalu lintas, berlawanan arah, berjalan sendirian, berkelompok, hingga 

membawa barang. Berdasarkan moda perjalanannya, pejalan kaki dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pejalan 

kaki penuh, pejalan kaki yang menggunakan kendaraan pribadi, dan pejalan kaki yang menggunakan kendaraan umum 

atau pribadi sebagai moda antara dalam perjalanan mereka.[13]  

Namun para masyarakat di Indonesia masih minim melakukan kebiasaan sehat tersebut hanya beberapa di daerah 

tertentu pada kota-kota besar yang melakukan segala aktivitasnya dengan berjalan kaki,hal tersebut dilatar belakangi 

suatu hal yang tidak mendukung aktivitas para pejalan kaki tersebut untuk mendapatkan segala haknya salah satunya 

untuk menikmati fasilitas nya karena dari pembangunan fasilitas sendiri masih banyak yang tidak merata hanya 

pembangunan fasilitas jalan tertentu,tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga para masyarakat yang ingin 

berjalan kaki takut akan keamanan serta keselamatan dalam lalu lintas mereka. Pemerintah Indonesia tidak tinggal 

diam karena dengan seiringnya perkembangan jaman berjalan kaki menjadi trend untuk memulai aktivitas para 

masyarakat selain sehat juga hemat namun untuk keamanan serta keselamatan masih menjadi hal yang abu-abu, karena 

negara Indonesia terkenal dengan negara hukumnya maka pemerintah membuat aturan undang-undang untuk 

memberikan kepastian hukum kepada para pengguna jalan salah satunya pejalan kaki. Perlindungan Hukum Pejalan 

Kaki terdapat pada aturan undang-undang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan 

kepastian hukum bagi pejalan kaki, namun sebelum itu belum dipastikan undang-undang tersebut dapat memberikan 

perlindungan hukum, sehingga pembahasan dibawah ini perlu dibahas dengan membeberkan dua topik tentang 

peraturan yang ada seberapa efektifnya aturan lama dengan aturan baru. 

 Diambil dari berita liputan CNN Indonesia pada tanggal 16 Mei 2024 bahwasannya masih sangat sulit 

menyebrang di jalanan Jakarta meski sudah dilengkapi rambu-rambu perilaku pengendara motor masih sangat nakal 

serta fasilitas yang tidak merata. Sebenarnya penyebrangan jalan di Jakarta terutama di jalan protocol juga sudah 

memadai fasilitasnya namun belum merata, Sejumlah warga mengaku kerap merasa kurang aman saat menyebrang 

dan fasilitas di luar jalan protocol masih banyak yang kurang cukup aman dan belum merata. Pengamat tata kota Abdi 

Miftahul menjelaskan penyebrangan jalan yang terbilang aman harus memiliki kelengkapan infrastruktur secara 

menyeluruh karena pejalan kaki dan pengendara yang tertib menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan 

penyeberangan jalan karena hal tersebut menjadi salah satu factor penting bagi kemajuan sebuah kota. 

 Tak hanya itu di ambil dari laman Liputan 6 pada tanggal 29 April 2024 WNA Kritik Pengendara Motor 

yang Naik ke Trotoar di Jakarta: Mengintimidasi Pejalan Kaki. WNA mengunggah video pada social media dengan 

menyatakan bahwasannya WNA tersebut kecewa melihat kelakuan para pengendara motor yang menggunakan trotoar 

hal ini membuat hak pejalan kaki tergerus karena tidak dapat jalan di trotoar, ia juga mengatakan bahwa di Jakarta 

ada lebih banyak pengendara motor daripada pejalan kaki di trotoar. Salah satu alasannya adalah pejalan kaki 

terintimidasi untuk memakai trotoar karena sudah diambil alih oleh kendaraan roda dua. Meski sudah dibangun tiang-

tiang pembatas, para pengendara motor tersebut masih bisa melewati celah yang cukup lebar untuk motor. 

 

A. Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Di Indonesia. 

1. Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Di Indonesia Sebelum Disahkannya Undang-Undang No. 2 

Tahun 2022 

Aktivitas pada jalan raya lalu lintas tidak hanya dilalui para pemotor dengan kendaraannya namun juga banyak 

dilalui pesepeda serta pejalan kaki, hal tersebut memerlukan adanya perlindungan untuk para pejalan kaki terkhusus 

dikarenakan rentan kecelakaan lalu lintas untuk para pejalan kaki, factor kecelakaan tersebut dikarenakan pejalan kaki 

tidak pernah mendapatkan fasilitas yang memadai. Negara kita Indonesia yang terkenal sebagai negara dengan 

menerapkan dasar pada undang-undang, sebagai negara hukum yang seharusnya dapat memberikan perlindungan 

hukum terhadap seseorang serta memenuhi hak-hak yang diberikan, berkaitan dengan hal tersebut untuk pemenuhan 

hak serta memberikan perlindungan hukum yang pasti sangat membutuhkan bantuan dari kebijakan pemerintah untuk 

memberikan aturan yang berdasar pada Undang-Undang. Memberikan keleluasaan ruang kepada rakyat untuk ikut 

serta dalam mempertahankan dan memenuhi hak-hak mereka bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga tugas 

pemerintah sebagai negara hukum yang demokratis.[14]  

Jalan raya memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan sosial, ekonomi, maupun 

kepentingan negara. Salah satu fungsinya yang krusial adalah sebagai sarana transportasi bagi seluruh masyarakat 

untuk kelancaran lalu lintas namun untuk para pejalan kaki dalam hal sarana untuk mereka masih minim,padahal untuk 

saat ini berjalan kaki merupakan transportasi pilihan dengan mobilitas yang terjangkau dan mudah diakses oleh 

masyarakat. Meskipun hak-hak pejalan kaki telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 

Ayat 1, yang menyatakan bahwa mereka berhak atas fasilitas pendukung seperti trotoar, tempat penyeberangan, dan 

fasilitas lainnya, masih banyak sarana yang belum memadai. Hal ini mengakibatkan pejalan kaki terpaksa 

menggunakan jalur yang sama dengan kendaraan bermotor, yang garis besarnya ketika para pejalan kaki bercampur 
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dengan kendaraan lainnya, karena hal tersebut dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Oleh karena 

itu, pemenuhan fasilitas pendukung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk 

menjamin keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.[15] 

Di era globalisasi ini, transportasi menjadi kebutuhan pokok manusia. Namun, kemudahan akses ini diiringi 

dengan sisi gelap, yaitu meningkatnya pelanggaran lalu lintas, terutama oleh pengendara motor. Mereka sering 

mengabaikan rambu-rambu dan menerobos lampu merah, membahayakan pejalan kaki dan sesama pengendara. Tak 

hanya itu, pengendara motor kerap melewati trotoar untuk mendahului, mengganggu pejalan kaki dan mencemari 

trotoar. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan dan ketertiban bersama. Para 

pengguna jalan memiliki aturannya masing-masing termasuk untuk pejalan kaki sekalipun tanpa terkecuali, para 

pengguna jalan tersebut diberikan aturan yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada UU No 22 pada tahun 

2009 yang membeberkan aturan-aturan lalu lintas untuk memberikan keselamatan dan kelancaran dalam lalu lintas 

serta meminimalisir kecelakaan, tak hanya itu pemerintah juga memberikan hak khusus untuk pengguna jalan terutama 

pada pejalan kaki pada undang-undang tersebut menjabarkan beberapa hak pejalan kaki. Dengan adanya hal tersebut 

pemerintah harus memenuhi hak yang telah mereka berikan, terdapat pada pasal 45 ayat 1(a) cara pemerintah 

memberikan dukungan terhadap berjalannya lalu lintas dengan memenuhi hak pejalan kaki.[16] 

Memberikan fasilitas untuk para pengguna jalan merupakan tanggung jawab pemerintahan terkait namun untuk 

pemenuhan fasilitas pejalan kaki juga sudah tertera pada Undang-Undang dasar 1945 yang memberikan sebuah 

amanat tentang pemerintah harus bertanggung jawab atas pemenuhan fasilitas pelayanan umum yang dalam konteks 

nya mencakup pada pemenuhan pada hak pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas seperti trotoar,tempat 

penyebrangan jalan, jembatan penyebrangan serta bebeberapa fasilitas lainnya untuk memberikan keamanan serta 

kesalamatan para pengguna jalan.  

Pada Undang-Undang LLAJ tersebut memberikan beberapa hak dan kewajiban untuk para pejalan kaki 

bahwasannya hak pejalan kaki untuk mendapatkan keamanan serta kenyamanan di jalan, mendapatkan fasilitas 

pendukung trotoar, JPO atau Jembatan Penyebrangan Orang serta tempat penyebrangan di jalan atau zebra cross. 

Karena hal tersebut maka pejalan kaki harus mendapatkan hak prioritas pada penggunaan penyebrangan jalan tak 

hanya haknya saja namun pada Undang-Undang tersebut juga memberikan kewajiban pada pejalan kaki agar 

menyebrang pada tempat penyebrangan jalan JPO maupun Zebra Cross dengan memperhatikan rambu-rambu lalu 

lintas agar tidak menyebrang sesukanya sehingga menimbulkan kecelakaann serta mengganggu kelancaran lalu lintas 

dan menggunakan trotoar jika tersedia, hal ini membuat kurangnya tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan 

hak serta kewajiban dikarenakan trotoar serta zebra cross tidak selalu ada jikapun ada biasanya trotoar disalahgunakan 

untuk kepentingan pribadi seperti berjualan serta kondisi rusak dan tidak sesuai standar nasional. 

Hal tersebut sangat merugikan para pejalan kaki karena kepentingan pribadi oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab mengakibatkan pejalan kaki tidak dapat hak nya menikmati fasilitas berjalan pada tempat 

semestinya yaitu trotoar dan pembangunan yang tidak merata seperti zebracross yang jarang dan penyebrangan jalan 

mengakibatkan pejalan kaki menyebrang dengan sembarangan hal tersebut menunjukan angka kecelakaan meningkat 

dari pejalan kaki ditunjukkan dengan data yang saya liput dari laman Global Road Safety Facility, kematian pejalan 

kaki di Indonesia sebesar 38% dari 31.282 kematian di jalan raya yang dilaporkan pada tahun 2016.[17] 

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan beberapa hak dan kewajiban untuk pejalan 

kaki tetapi dalam kehidupan nyata real life nya untuk perlindungan hukum bagi pejalan kaki sendiri tersebut hanya 

sekedar tulisan atau masih belum optimal memberikan hak serta kewajiban untuk pejalan kaki, undang-undang 

dikatakan sudah optimal apabila aturan tersebut telah ditaati . Namun ada beberapa factor yang mempengaruhi 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini tidak optimal, patokan optimal dalam implementasi aturan hukum 

menurut Soerjono Soekanto yaitu Faktor Masyarakat, Penegak Hukum Fasilitas Pendukung dan Sarana, 

Kebudayaan,[18] berikut pemaparannya antara lain : 

• Faktor Masyarakat  

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas, terutama dalam hal 

memberikan prioritas kepada pejalan kaki, telah menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani. Banyak 

pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memperhatikan hak pejalan kaki di trotoar atau perlintasan zebra, 

meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Fenomena ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan 

disiplin dalam berlalu lintas agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua 

pihak. Tindakan preventif seperti penegakan hukum yang lebih ketat dan kampanye kesadaran publik perlu 

dilakukan secara terus-menerus guna mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih peduli dan menghargai 

keselamatan pejalan kaki di jalan raya. 

• Faktor Penegak Hukum   

Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan pejalan kaki 

telah menjadi masalah serius di banyak kota. Pelanggaran seperti parkir sembarangan di trotoar, melanggar 

lampu merah di persimpangan, atau bahkan mengemudi di trotoar sering terjadi tanpa hukuman yang 

memadai. Akibatnya, pejalan kaki sering kali merasa tidak aman dan terancam di jalanan. Kurangnya 
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penegakan hukum ini juga memperburuk kualitas trotoar, karena kendaraan yang sembarangan parkir atau 

berkendara di trotoar merusak infrastruktur yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Oleh karena 

itu, diperlukan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap 

pelanggaran lalu lintas yang merugikan pejalan kaki, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan 

nyaman bagi semua pengguna jalan. 

• Faktor Fasilitas Pendukung atau Sarana 

Kurangnya infrastruktur yang memadai untuk pejalan kaki, seperti trotoar yang tidak terawat atau 

bahkan tidak tersedia di banyak tempat, telah menjadi masalah serius di banyak kota. Kondisi trotoar yang 

tidak terawat bisa menjadi hambatan besar bagi pejalan kaki, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas 

terbatas atau yang menggunakan kursi roda. Selain itu, ketiadaan trotoar membuat pejalan kaki terpaksa 

berbagi jalan dengan kendaraan bermotor, meningkatkan risiko kecelakaan dan cedera. Oleh karena itu, perlu 

adanya perhatian yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki dan memperluas 

infrastruktur pejalan kaki guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi semua warga. 

• Faktor Kebudayaan  

Para pengendara bermotor di Indonesia masih melekat pada budaya lalu lintas yang memiliki budaya 

tidak peduli pada aturan, lemahnya kesadaran, kedisiplinan serta mereka selalu harus diawasi oleh apparat 

penegak hukum polisi  Doktrinisasi pemikiran masyarakat Indonesia para pengendara motor bahwasannya 

ada hukum ketika ada penegak hukum yaitu polisi namun jika tidak ada pengawasan dari petugas kepolisian, 

maka tidak ada hukum. Realitasnya adalah banyak pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar dengan 

menginjak zebra cross saat lampu berwarna merah menyala, namun petugas tidak secara langsung untuk 

melakukan tindakan penilangan atau pelanggaran. 

 

Terwujudnya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek di ruang 

lalu lintas jalan, termasuk kepada pejalan kaki. Pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai langkah untuk melindungi dan 

memenuhi hak-hak pejalan kaki. UU LLAJ mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, serta 

melakukan pengawasan di jalan umum, mengingat pejalan kaki juga merupakan pengguna jalan yang berhak atas 

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam menggunakan ruang lalu lintas. Meskipun UU LLAJ telah 

mengatur hak-hak pejalan kaki, kenyataannya masih banyak kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dan 

perlindungan pejalan kaki di jalan. Contohnya, Jalan Raya Tanjungsari sepanjang 3,35 km di Kabupaten Sumedang, 

yang merupakan bagian dari Jalan Nasional dengan nomor ruas 085 sampai 086, belum memiliki fasilitas pejalan kaki 

yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa hak pejalan kaki di wilayah tersebut belum terpenuhi. Terdapat 

kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan realitas di lapangan terkait pemenuhan hak dan perlindungan 

pejalan kaki di Indonesia.[19] 

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, Perlindungan Hak bagi pejalan kaki di 

Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

Meskipun perlindungan ini tidak seluas yang diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2022 untuk mengatur tentang Jalan, 

namun tetap memberikan dasar hukum untuk hak-hak para pejalan kaki dalam beraktivitas di jalan raya. Meskipun 

UU No. 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi hak-hak pejalan kaki,untuk penegakan hukum pada 

pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor terhadap pejalan kaki dengan aturan tersebut masih 

seringkali kurang efektif dalam realitasnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor terutama pada fasilitas pendukung 

dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan prioritas kepada pejalan kaki serta keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Meskipun sebelum disahkannya UU No. 2 Tahun 2022 tentang 

Jalan, perlindungan hukum serta hak-hak bagi pejalan kaki di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum seperti 

pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor terhadap pejalan kaki, serta kurangnya fasilitas 

yang memadai. Maka untuk pemenuhan hak serta kewajiban pejalan kaki harus diberikan fasilitas yang memadai 

untuk keamanan,kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan dengan disahkannya Undang-Undang Jalan 

memberikan kepastian pada fasilitasnya.  

 

2. Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Di Indonesia Setelah Disahkannya UU No. 2 Tahun 2022 

Pejalan kaki adalah bagian yang sangat penting dari lalu lintas jalan raya, dan mereka adalah kelompok yang paling 

rentan karena sering kali menjadi korban kecelakaan. Berjalan kaki merupakan cara transportasi yang paling sederhana 

dan umum, terutama di perkotaan. Namun, risiko kecelakaan bagi pejalan kaki sering kali tinggi, terutama di kota-

kota besar di mana lalu lintas kendaraan bermotor sangat padat. Faktor-faktor seperti kecepatan kendaraan, kurangnya 

infrastruktur pejalan kaki yang memadai, dan perilaku pengemudi yang kurang disiplin dapat meningkatkan risiko 

kecelakaan bagi pejalan kaki. Hasil riset mendapatkan dari laman berita WHO yang diupload pada tanggal 13 Des 

2023 menunjukkan bahwa 1.19 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas dan lebih dari 
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setengahnya semua kematian oleh pengguna jalan yang rentan yaitu pejalan kaki meninggal dunia setiap tahun dan 

factor salah satunya ialah infrastruktur jalan yang tidak memadai dan tidak aman.[20]  

Pada era urbanisasi yang pesat, transportasi menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan kota. Fasilitas 

pejalan kaki menjadi bagian integral dari infrastruktur transportasi yang berperan penting dalam mendukung mobilitas 

masyarakat di lingkungan perkotaan. Di Indonesia, ditengah pertumbuhan kota yang cepat, kualitas fasilitas pejalan 

kaki seringkali menjadi perhatian utama dalam upaya menciptakan kota yang lebih ramah pejalan kaki. 

Pejalan kaki merupakan komponen penting dalam sistem transportasi perkotaan. Di Indonesia, fasilitas untuk 

pejalan kaki telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan aksesibilitas, keselamatan, dan kenyamanan bagi 

masyarakat yang beraktivitas di kota-kota besar. Berbagai fasilitas telah dikembangkan untuk memfasilitasi mobilitas 

pejalan kaki di Indonesia, termasuk trotoar, pedestrian bridge, penyeberangan zebra, serta jalur pedestrian khusus. 

Meskipun penting, banyaknya kendala yang dihadapi dalam perancangan, implementasi, dan pemeliharaan fasilitas 

pejalan kaki di Indonesia sering kali menimbulkan berbagai masalah. Dari segi perancangan, kurangnya perhatian 

terhadap aspek keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas seringkali menghasilkan fasilitas pejalan kaki yang tidak 

optimal. Sementara itu, masalah implementasi seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap 

penggunaan fasilitas pejalan kaki oleh kendaraan bermotor menjadi kendala utama dalam menjaga kualitas dan fungsi 

fasilitas tersebut. 

Di tengah pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat dan kemacetan lalu lintas yang semakin parah, penting 

bagi Indonesia untuk meningkatkan fasilitas pejalan kaki sebagai bagian dari upaya menuju kota yang lebih 

berkelanjutan dan ramah lingkungan. Fasilitas pejalan kaki yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup 

penduduk kota, tetapi juga mempromosikan mobilitas yang berkelanjutan dan mengurangi polusi udara. Rentannya 

resiko kecelakaan pada pejalan kaki dengan angka kecelakaan yang tinggi paling banyak dilator belakangi oleh factor 

para pengguna jalan terutama pejalan kaki mereka yang sepenuhnya masih belum mendapatkan pemenuhan fasilitas 

untuk mereka, hal tersebut juga mempengaruhi para pejalan kaki dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban pejalan 

kaki di jalan raya yang sesuai dengan Undang-Undang no 22 Tahun 2009. Maka karena hal tersebut memberikan 

teguran kepada para pemerintah negara untuk memberikan sebuah aturan yang mengatur untuk pemenuhan fasilitas 

para pengguna jalan terutama untuk pejalan kaki mereka membutuhkan kepastian hukum atas pemenuhan hak untuk 

berjalan pada tempatnya dan menikmati fasilitas yang disediakan agar memberikan keamanan serta keselamatan satu 

sama lain dalam lalu lintas. 

Pada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah mengatur berbagai hak dan kewajiban untuk para pejalan 

kaki, namun untuk undang-undang LLAJ tersebut dinilai masih kurang efektif dan masih minim untuk memberikan 

kepastian hukum pejalan kaki, maka untuk pejalan kaki dapat memenuhi hak dan kewajiban tersebut yaitu salah 

satunya dengan memperhatikan factor yang mempengaruhinya salah satunya fasilitas yang tersedia masih minim.  

Maka  pemerintah memberikan sebuah aturan baru untuk memberikan kepastian kepada pejalan kaki dalam hal 

pemenuhan kebutuhann tersebut, untuk memenuhi kebutuhan itu pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang 

No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang focus undang-undang 

tersebut terhadap infrastruktur jalan termasuk pengelolaan,pengawasan serta pembangunan dapat membantu para 

pejalan kaki serta pengguna jalan lainnya mendapatkan kepastian hukumnya pada pemenuhan fasilitas agar 

mengurangi resiko kecelakaan dalam berlalu-lintas. 

Selain Undang-Undang LLAJ terdapat peraturan pendukung pada lalu lintas lainnya, dengan adanya aturan UU 

Jalan ini menjadi tombak pertama dalam pengaturan,pengawasan dalam penyelenggaraan prasarana lalu lintas dengan 

berfokus pada subjek bangunan,infrastruktur,konstruksi pada bangunan jalan guna memberikan kelancaran lalu lintas 

jalan. Untuk lingkup pengaturan sendiri terutama pada kelompok masyarakat dengan diperkuat peran masyarakat 

dalam penyelenggaraan jalan, termasuk dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan. Tak hanya itu focus 

terutama pada uu ini sesuai dengan pembahasan yang menuju pada kebutuhan jalan tentang pembangunan jalan 

termasuk fasilitas jalan. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan 

efisiensi jalan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Tujuan 

dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi jalan di Indonesia, serta memantapkan lajur 

perkembangan ekonomi. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan mempengaruhi pengembangan jalan di Indonesia dengan 

berbagai cara. Pertama, undang-undang ini memungkinkan pengembangan jalan yang lebih baik dengan 

memperhatikan aspek-aspek seperti keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas jalan sekaligus memperkuat lajur perkembangan ekonomi. Selain itu, undang-undang ini juga 

mempengaruhi pengelolaan jalan dengan memperbarui ketentuan-ketentuan terkait. Pembaruan ini diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi pengelolaan jalan, memastikan bahwa jalan-jalan di Indonesia dapat digunakan secara efektif 

dan efisien. 
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Pemerintah memiliki peran penting dalam menerapkan Undang-Undang Jalan. Peran ini mencakup beberapa aspek 

pengawasan yang krusial. Pertama, pemerintah bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut, 

yang meliputi pengawasan kualitas jalan untuk menciptakan keamanan dan keselamatan jalan, serta penggunaan dana 

yang dialokasikan untuk pengembangan jalan. Pengawasan kualitas meliputi pemantauan kualitas bahan bangunan, 

kualitas konstruksi, dan kualitas jalan setelah selesai dibangun. Selain itu, pemerintah juga mengawasi keamanan dan 

keselamatan jalan, termasuk keamanan lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta keamanan dan keselamatan 

pekerjaan konstruksi. Tidak kalah penting, pemerintah mengawasi penggunaan dana yang dialokasikan untuk 

pengembangan jalan, yang mencakup pengawasan dana untuk konstruksi, perawatan, serta pengembangan 

infrastruktur lainnya. Dengan pengawasan yang komprehensif ini, diharapkan pelaksanaan undang-undang dapat 

berjalan dengan baik, sehingga kualitas dan keamanan jalan di Indonesia dapat terus meningkat. 

Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004, bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan kualitas infrastruktur jalan di 

Indonesia. Dalam konteks kepastian hukum bagi pejalan kaki, peraturan ini memberikan beberapa kontribusi 

signifikan. Pertama, peraturan ini memperbarui definisi pada “Jalan” untuk mencakup prasarana transportasi darat 

yang meliputi segala bagian jalan,bagian-bagian jalan yang dimaksud ialah meliputi ruang manfaat jalan terdiri dari 

jalur pejalan kaki termasuk trotoar hal tersebut menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan pejalan kaki akan fasilitas 

yang aman dan nyaman. Selain itu, peraturan ini memperbarui definisi "Pembinaan Jalan" untuk mencakup kegiatan 

penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan 

pengembangan jalan , yang menunjukkan perhatian terhadap kepentingan pejalan kaki dalam memiliki fasilitas yang 

baik. Definisi "Pembangunan Jalan" juga diperbarui untuk mencakup kegiatan penyusunan program dan anggaran, 

perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan, yang 

mengindikasikan perhatian terhadap keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Lebih lanjut, peraturan ini 

memperbarui ketentuan tentang keselamatan dan keamanan di jalan, termasuk pengawasan dan pengawasan keamanan 

jalan (Pasal 20-34), yang menegaskan komitmen untuk menyediakan fasilitas jalan yang aman dan nyaman bagi 

pejalan kaki. Dengan berbagai pembaruan ini, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan 

kenyamanan pejalan kaki serta kualitas infrastruktur jalan secara keseluruhan di Indonesia.  

 

 
Gambar 1. Data Korlantas POLRI korban kecelakaan Pejalan Kaki[21] 

 

Merujuk pada data tahun 2023 dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki 

sebanyak 10.428 korban di seluruh Indonesia dan korbannya sering kali menghasilkan cedera serius bahkan 

kematian.[21] Data yang didapatkan ini menunjukkan bahwasannya perhatian khusus terhadap pejalan kaki ini harus 

terus ditingkatkan karena pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang sangat rentan, dengan adanya Undang-Undang 

No 2 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum pada pejalan kaki untuk dapat memenuhi haknya karena undang-

undang tersebut memberikan penjelasan terhadap pembangunan jalan dengan memberikan keamanan dan keselamatan 

untuk para pengguna jalan. Dari data-data yang telah didapatkan sebelum disahkannya Undang-Undang jalan terdapat 

data pada tahun 2016 sebesar 38% pejalan kaki dari 31.282 kecelakaan di Indonesia yang artinya sebanyak 11.887 

pejalan kaki mengalami kecelakaan, Setelah disahkannya Undang-Undang Jalan menunjukkan penurunan data pada 



10 | Page 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original 

publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these 

terms. 

tahun 2023 sebanyak 10.428 pejalan kaki menjadi korban kecelakaan, hal ini menunjukkan undang-undang tersebut 

memberikan kepastian pada pembangunan jalan walaupun masih belum merata dan masih belum optimal namun telah 

memberikan dampak yang sangat baik. 

 

B. Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Indonesia (Studi kasus di 

Sidoarjo). 

Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun 

terakhir. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, mempercepat pertumbuhan 

ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia sering 

kali lebih memprioritaskan kendaraan bermotor daripada pejalan kaki. Dalam proses pembangunan, seringkali hak 

pejalan kaki terabaikan. Banyak trotoar yang tidak layak, fasilitas penyeberangan yang minim, dan kurangnya 

perhatian terhadap keselamatan pejalan kaki. Hal ini berimbas pada rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas pejalan 

kaki, yang menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap hak pejalan kaki.  

Kondisi fasilitas pejalan kaki di banyak daerah di Indonesia masih jauh dari ideal masih banyak trotoar yang 

tidak layak digunakan karena rusak, terhalang oleh pedagang kaki lima, atau dijadikan tempat parkir kendaraan 

bermotor ditunjukkan pada Gambar 2. Di beberapa daerah, trotoar tersebut bahkan tidak tersedia,sehingga hal tersebut 

memaksa pejalan kaki berjalan di badan jalan yang sangat berbahaya termasuk daerah pada penelitian ini di Kabupaten 

Sidoarjo. 

 

 
Gambar 2. Kondisi Trotoar di Sidoarjo 

 

Secara keseluruhan, masalah fasilitas pejalan kaki masih belum dapat diselesaikan secara menyeluruh di 

Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan yang belum 

sepenuhnya memperhatikan kebutuhan pejalan kaki sebagai bagian integral dari desain kota. Pembangunan trotoar 

dan jalur pejalan kaki seringkali tidak dilakukan secara menyeluruh, terputus-putus, dan kurang terawat. Akibatnya, 

pejalan kaki kerap menghadapi tantangan seperti trotoar yang rusak, terhalang oleh tiang listrik atau pohon,bahkan 

disalahgunakan serta tidak adanya penyeberangan jalan yang aman ditunjukkan pada Gambar 2. Selain itu, dalam 

banyak kasus, perencanaan kota lebih memprioritaskan kendaraan bermotor, sehingga alokasi ruang dan anggaran 

untuk fasilitas pejalan kaki menjadi terbatas. Kendala-kendala ini tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga 

membahayakan keselamatan pejalan kaki. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih serius dan 
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terencana dari pemerintah daerah dan pusat, termasuk perencanaan yang komprehensif dan partisipasi aktif dari 

masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, fasilitas pejalan kaki yang memadai dapat 

terwujud, sehingga mendukung mobilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Studi Kasus di Sidoarjo kali ini bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air 

Sidoarjo dengan metode pendekatan sosiologis dalam bentuk wawancara dengan Kabid Jalan dan Jembatan Bapak 

Rizal Asnan, S.Si.T., MT,. Pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia memang menjadi salah satu prioritas untuk 

pengembangan ekonomi serta pemenuhan kualitas jalan di Indonesia, pada Sidoarjo sendiri pembangunan atau 

pelebaran jalan sudah sangat banyak terbukti dari tahun 2022 terdapat 57 ruas jalan yang dibangun maupun dilebarkan 

telah diselesaikan tak hanya itu untuk tahun 2023 sebanyak 21 ruas jalan perbaikan maupun betonisasi pada tahun saat 

ini juga telah menyelesaikan beberapa ruas dari banyaknya ruas yang akan di rencanakan yaitu sebanyak 9 ruas jalan 

dari 20 rencana ruas jalan yang akan dibangun maupun diperbaiki. Pada banyaknya pembangunan atau pelebaran jalan 

pada Kab.Sidoarjo Bapak kabid juga memberikan penjelasan bahwa pada pembangunan tersebut juga dibersamai 

dengan pembangunan fasilitas pejalan kaki yaitu trotoar namun untuk fasilitas pejalan kaki lainnya seperti zebra cross 

penyebrangan jalan itu tangggung jawab pihak dinas perhubungan setempat, dengan adanya pembangunan dan 

perbaikan jalan pada setiap tahunnya  juga memberikan dampak yang sangat  baik pada kondisi infrastruktur jalan dan  

trotoar yang semakin bagus dan layak namun disamping dampak baik tersebut ada beberapa tantangan pemerintah 

menyediakan trotoar karenanya kapasitas jalan dan anggaran skala prioritas . 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo memiliki rencana jangka panjang untuk 

memperbarui dan meningkatkan infrastruktur trotoar, peningkatan direncanakan dengan perencanaan pembangunan 

jalan bebarengan dengan menyesuaikan aturan yang ada, bahwasannya bagian jalan harus dikaitkan dalam 

pembangunan jalan pada Undang-Undang 2 Tahun 2022 namun dalam pembangunan jalan juga memperhatikan 

kondisi lapangan mengukur lebar atau kapasitas jalan jika ukuran sesuai dengan standar nasional maka akan dibangun 

trotoar secara bertahap dan berskala besar. Tak hanya peningkatan pada infrastruktur jalan pemerintah juga melakukan 

pemeliharaan trotoar serta memiliki rencana program-program baik di beberapa ruas jalan kabupaten untuk 

meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki,terbukti pemerintah memiliki program inisiatif khusus 

adanya peningkatan fasilitas pejalan kaki pada jalan raya ponti dari lebar 2 meter ditingkatkan ke 6 meter ditunjukkan 

pada Gambar 3 hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki dan pemerintah juga 

melakukan sebuah evaluasi setiap tahunnya apabila adanya keluhan terhadap kerusakan trotoar maka segera diperbaiki 

secara bertahap dengan melihat beberapa point yang dibutuhkan. 

 

 
Gambar 3. Trotoar di Sidoarjo yang sudah sesuai 

 

Upaya pemerintah kabpuaten Sidoarjo untuk memastikan infrastruktur trotoar di Sidoarjo sendiri sudah sangat 

sesuai dengan kebijakan nasional walaupun bertahap dalam penyesuaiannya karena pembangunan trotoar sendiri di 



12 | Page 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). 

The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original 

publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these 

terms. 

Sidoarjo dibersamai dengan pembangunan jalan dan melihat kondisi jalan sekitar, jika kapasitas sesuai dengan standar 

nasional maka dibangunkan fasilitas pejalan kaki trotoar tersebut dan untuk skala prioritas dengan menyesuaikan 

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Infrastruktur trotoar di Sidoarjo 

sudah sangat sesuai dengan kebijakan nasional tentang standar nasional ukuran yang telah diatur oleh Kementrian 

PUPR pada Surat Edaran NOMOR: 18/SE/Db/2023 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN TEKNIS 

FASILITAS PEJALAN KAKI dimana pedoman tersebut beracuan normatif pada Undang-Undang No 2 Tahun 2022 

tentang Jalan. 

 

 
Gambar 4. Perbedaan kondisi trotoar dalam pembangunan dan tidak 

 

Pemerintah daerah Sidoarjo sendiri sudah berkoordanisasi hingga berkolaborasi dengan pemerintahan pusat 

dalam pembangunan jalan terkait hal tersebut pembangunan beberapa Fly Over serta Frontage Road dimana 

pembangunan tersebut hasil dari kolaborasi pemerintah daerah dan pusat atas dasar Peraturan Presiden No 80 tahun 

2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo 

- Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dalam 

pembangunan tersebut telah mengimplementasikan kebijakan nasional dalam pembangunan jalan harus menyertakan 

bagian-bagian jalan yang diantaranya ada ruang manfaat jalan yaitu fasilitas pejalan kaki ialah trotoar saat sebelum 

dibangunnya fly over aloha dan frontage road trotoar minim dan kecil serta rusak hal ini sangat merugikan pejalan 

kaki,namun saat ini sudah sangat bagus dan layak ditunjukkan pada Gambar 4. Masih banyak jalan yang 

membutuhkan trotoar namun telah dikatakan oleh kabid jalan bahwasannya tidak sepenuhnya jalan menjadi tanggung 

jawab pemda ada beberapa jalan menjadi tanggung jawab nasional oleh pemerintah pusat PUPR dimana untuk skala 

pembangunan nasional sangat bertahap namun pemda juga sering berkordinasi dengan pemerintah pusat dalam 

keluhan masyarakat agar segera diperbaiki sehingga pemenuhan hak pejalan kaki dapat sepenuhnya terpenuhi. 

VII. SIMPULAN 

Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Jalan telah menetapkan kerangka regulasi yang lebih jelas dan terfokus 

untuk perlindungan hak pejalan kaki melalui penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan terbukti saat ini sudah 

sangat banyak pembangunan trotoar di berbagai kota-kota besar di Indonesia salah satu contoh pada Sidoarjo dengan 

standar nasional untuk menciptakan keamanan,kenyamanan serta memberikan perlindungan terhadap pejalan kaki, 

Undang-Undang Jalan sangat berpengaruh baik untuk pemenuhan Hak pejalan kaki, pejalan kaki di Indonesia sudah 

mulai mendapatkan perlindungan terhadap Hak nya dalam berlalu lintas dengan menikmati bagian jalan yang 

diperuntukannya dan para pejalan kaki sudah mulai mendapatkan Hak nya walaupun belum maksimal. Artikel ini 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak pejalan kaki dan menyediakan informasi 
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berharga bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan mendorong perbaikan infrastruktur, dan berfungsi sebagai materi 

edukasi hukum. Dengan adanya artikel ini, implementasi Undang-Undang No 2 Tahun 2022 dapat dievaluasi secara 

lebih mendalam, dan kualitas hidup masyarakat, terutama di kota-kota besar, diharapkan meningkat dalam hal 

kenyamanan dan keselamatan saat berjalan kaki. 
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